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PERMENKEU RI NOMOR 56/PMK.010/2021 TANGGAL 03 JUNI 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 637) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN 
HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA 

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku 
atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau 
Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam 
rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, belum dapat 
menampung kebutuhan penyesuaian kembali kebijakan di bidang perpajakan mengenai 
penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, 
peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.0 10/2017 
tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, 
Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

   Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 
245, TLN No. 6573), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 
2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 52/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 586) 
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 205/PMK.010/2018 (BN Tahun 2018 No. 1850), 
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745). 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

   Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha yaitu Wajib Pajak 
BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia, sepanjang 
pemekaran usaha dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN atau Wajib 
Pajak badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN. 
Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak juga harus dilengkapi dengan akta pendirian atau 
perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman 
modal baru dari penanam modal asing dan bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal 
dalam akta pendirian atau akta perubahan. Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak, juga harus 
dilengkapi dengan surat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pembinaan BUMN. Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak, atau diajukan oleh Wajib 
Pajak yang melakukan pengambilalihan usaha, juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN dan akta 
pemisahan usaha atau pengambilalihan usaha. Wajib Pajak yang bermaksud menjual sahamnya di 
bursa efek, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak memperoleh 
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan 
nilai buku, harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk 
penawaran umum perdana saham clan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2021 dan diundangkan pada tanggal 4 Juni 
2021. 

 


